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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk
memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan.
Dokumen perubahan renstra ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggara unit organisasi di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan
program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai
dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Penananamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan review terhadan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Provinsi guna sinkronisasi dan integrasi
pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra perangkat daerah. Pada tahun 2020 dilakukan review
RPJMD, sehingga terdapat perubahan pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-
2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
Namun perubahan-perubahan tersebut masih mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang. Selaras dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban mrnyusun perubahan renstra yang
disesuaikan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.Selain itu perubahan renstra juga
diperlukan karena kondisi dinamis internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang mengalami perubahan.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 sesuai hasil review yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indicator dan target kinerja
4. Penyesuaian Nomenklatur program dan kegiatan
5

Penyederhanaan kegiatan
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1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana StrategisDinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;

6. Inpres Nomor 3 tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;

7. Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019, tentang
Perubahan Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun  , tentang
Perubahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng
Rappang;
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk menjabarkan
program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga diwajibkan menyusun Perubahan
Renstra yang memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBD dan sumber dana lainnya.

2.  Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai
dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program

serta kegiatan operasional tahunan dalam periode lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Perubahan Rencana StrategisDinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagai
berikut :
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaah Renstra K/L. dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan
3.4 Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

BABYV  STRATEGI DAN ARAH

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1 Tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya
sesuai Tata Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.1.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis
b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal dan perizinan
c. Pelaksanaan administrasi kesektariatan, pengembangan penanaman modal, promosi kerja
sama dan pengendalian penanaman modal
d. Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
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Struktur Organisasi

1.
2.

7.

Kepala Dinas

Sekretariat

a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perencanaan, Pengembangan Tklim dan Promosi Penanaman Modal

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

b. Seksi Promosi Penanaman Modal

. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan SIstem Informasi

a. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

a. Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Non Perizinan

b. Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

a.

Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan

b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan

Urusan Pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

a.

Perumusan Kebijakan urusan pemerintah bidang penanaman modal;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas;dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

a. Merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu;
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c.  Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkup dinas;

d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait
untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f.  Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);

g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah yang berkaitan dengan
administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan;

h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

i.  Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dibidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

J-  Menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan
modal;

k. Melaksanakan program peluang investasi daerah;

I.  Menyelenggarakan pembina dan pengawasan perusahaan penanaman modal (PMDN
dan/atau PMA);

m. Menyelenggarakan fasilitas dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan
penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);

n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan
urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

0. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebikikan; dan

p- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

B. Sekretariat
Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan
administrasi penyusunan program, pelaporan, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam
lingkungan Dinas.
Fungsi :
a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum.
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Tugas pokok dan fungsi :
Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancer;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g.  Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud
koordinasi, sinkronisasi, dan itegrasi pelaksanaan kegiatan;

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;

i.  Mengkoordinasikan penyususnan standar operasional prosedur administrasi
pemerintahan di lingkup Dinas;

Jj-  Melaksanakan perencanaan pengadaan barang Dinas;

k. Melaksanakan urusan rumah tangga, pelayanan ketatausahaan dan pelayanan
administrasi keuangan;

I.  Melaksanakan pengelolaan kearsipan;

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan
bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan
administrasi dan pelaporan keunagan serta pengelolaan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang.
Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan

lancar;
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c. Memantau, mengawasi da mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dokumen sesuai bidang
tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;

h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

i.  Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan
barang unit, rencana kebutuhan gajin pegawai, dan rencana proyeksi
pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;

j- Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan
Dinas;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran danpenerimaan
keuangan;

I.  Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

m. Menyususn realisasi perhitungan anggaran;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

0. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan keuangan;

p- Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian,
pemelihraan, inventarisasi dan penghapusan barang;

g- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan
bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengolah
administrasi kepegawaian.
Tugas pokok :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas sesuai bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

h. Melakukan admnistrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;

i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

J- Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah

tangga Dinas;

k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara
bendera, kehumasan, dan keprotokoleran;

I.  Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan
dinas pegawai;

m. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

n. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
dilingkungan Dinas;

0. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi,
disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

p- Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan;

g- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

C. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai
tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Fungsi :
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a. Mengeluarkan pertimbangan atas pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

b. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan iklim dan ppromosi penanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

Tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan
Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang
Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga
berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Memfasilitasi penyusunan daftar peraturan pemberian insentif dibidang
penanaman modal;

h. Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;

i. Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
modal;

J-  Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan
dibidang pengembangan investasi;

k. Menyelenggarakan Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di
Kabupaten Sidenreng Rappang;

I.  Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investi
dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;

m. Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas

pokok untuk menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sehingga berjalan
lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun, rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Menyiapkan bahan fasilitas pengembangan iklim penanaman modal;

h. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan penanaman modal;

i. Menyiapkan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal;

j- Menyiapkan pemberian kemudahan/insentif bagi penanaman modal;

k. Menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiscal nasional bagi penanaman modal
yang menjadi kewenangan daerah;

I.  Menyiapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan baik penanaman
modal baru/perubahan/perluasan;

m. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan bidang penanaman
modal;

n. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pengembangan iklim penanaman
modal;

0. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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2. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan pedoman

dan pembinaan teknis operasional kegiatan promosi penanaman modal.

Tugas Pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusus,n rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidangnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Memberikan pelayanan dan pendampingan fasilitas penanaman modal;

h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten;

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, perumusan dan penyusunan materi
promosi;

j-  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pameran
penanaman modal;

k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan bahan dan media
promosi;

I.  Menyiapkan bahan penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri serta
pemeliharaan sarana dan prasarana;

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Promosi Penanaman
Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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D. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasia mempunyai tugas pokok

untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian

penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

Fungsi :

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten;

b. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada
tingkat Daerah Kabupaten;

c. Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan

d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem
Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang
Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang
Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;

h. Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;

i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal;

j- Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan
ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;

k. Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan
penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);

I.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman
Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok untuk

menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan pemantauan dan

pengawasan penanaman modal.

Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;

h. Menyusun dokumen pengetahuan dan keterampilan penanaman modal;

i. Menyiapkan bahan koordinasi terkait pengawasan ketentuan penanaman modal;

J- Menyiapkan bahan fasilitas penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;

k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis tentang pemantauan, pembinaan
dan pengawasan penanaman modal;

I.  Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten;

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemantauan dan
Pembinaan Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan

pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan pengelolaan data dan informasi

pelayanan perizinan.

Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pengolahan Data dan Informasi sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun, rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan
sistem informasi manajemen penanaman modal secara terintegrasi;

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi
penanaman modal dan perizinan lainnya;

i.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan
informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

j- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok
untuk melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan.
Fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Tugas pokok dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

1. Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas

pokok untuk menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan

pelyanan perizinan dan non perizinan.

Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan
Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Non perizinan sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pelayanan dan Pemprosesan Perizinan dan Non perizinan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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g.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan
Pemprosesan Perizinan dan Non perizinan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok untuk

menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegitan pengolahan data

perizinan dan non perizinan.

Tugas pokok :

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non perizinan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data
Perizinan dan Non perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

F. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan

pelaporan layanan.

Fungsi:
a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta
pelaporan layanan;
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c. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan
advokasi serta pelaporan layanan;

d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan
layanan;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja
Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g.  Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;

h. Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;

i. Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Layanan perizinan secara
berkala;

Jj- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

1. Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan

Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan

pedoman teknis operasional kegiatan pengaduan dan pelaporan layanan.

Tugas pokok :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Informasi Layanan sehingga berjalan lancar;
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Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan koordinasi pelaporan layanan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan

pedoman teknis operasional kegiatan kebijakan dan advokasi layanan.

Tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Kebijakan dan Advokasi Layanan sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);

e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Menyelenggarakan Kegiatan advokasi Layanan;

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi
Layanan dan memberikan layanan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

i.  Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dikelompokkan menurut

golongan ruang dan kepangkatan, jabatan,, dan pendidikan yang digambarkan dalam tabel

tersebut:
Tabel 2.1.
Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2020
Golongan
No. Jabatan Gol.1 [GoL1l |Gol. |Gol | Tumlah
1T v
1 Kepala Dinas 1 1
2 Sekretariat 1 5 1 0 7
3 Bidang Perencanaan, Pengembangan 1 2 0 0 3
Iklim & Promosi Penanaman Modal
4 Bidang Pengendalian Penanaman 1 2 0 0 3
Modal & Sistem Informasi
5 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
o . 1 3 0 0 4
Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan 0 4 0 0 4
Pelaporan Layanan
JUMLAH 5 16 1 0 22

Sumber : Data Pegawai DPMPTSP SIDRAP Per 31 Desember 2020

Tabel 2.2
Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

1 S2 9
2 S1 11
3. Diploma 1
4 SLTA Sederajat 1
TOTAL 22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-PTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang

diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:
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Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang Kebutuhan Eksisting Kekurangan

Sekretariat 15 8 7
Perencanaan, Pengembangan Iklim & 7 4 3
Promosi Penanaman Modal
Pengendalian Penanaman Modal & 7 3 4
Sistem Informasi
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 16 4 12
dan Non Perizinan
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 7 3 4
Layanan

JUMLAH 52 22 30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2020

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat
bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai.Jumlah ideal
yang dibutuhkan 52 PNS hanya tersedia 22 orang PNS atau 42% saja.Ini menyebabkan
ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 2.4
Data Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP

1.  Petugas Informasi dan Konsultasi 3
2. Petugas SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 2
3.  Petugas Bagian Pendaftaran 2
4.  Petugas Bagian Penyerahan 1
5.  Petugas Bagian Pemprosesan Pertama 1
6.  Petugas Bagian Pemprosesan Kedua 1
7.  Petugas Bagian Pencetakan 2
8.  Petugas Pengumpul Data Tim Teknis 1
9.  Petugas E-Signature & QR Code 1
10. Petugas Server Perizinan 1
11. Petugas Antrian (Guide Customer) 1
12.  Petugas Arsip Perizinan 1
13. Petugas Call Center 1
13.  Operator Aplikasi 4
14. Pengemudi 1

TOTAL 23
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Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan

Dinas PM-PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 45 orang.
Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses
upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia
maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai
dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2020, yang
akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

Keadaan Barang
No. Nama Barang Baik Kurang  Rusak Jumlah
(B) Baik Berat
(KB) (RB)
1. Lemari kayu 10 10
2. CCTV 1 1
3. AC Split 12 12
4. Meja Kerja 30 1 31
5. Komputer PC 14 14
6. Printer 15 15
7. Kursi Kerja 2 2
8. Laptop 5 5
9. Meja Reseption 3 3
10.  Bangku Tunggu 2 2
11.  Televisi 1 1
12.  Router 1 1
13.  Wireless Access Point 1 1
14.  Kursi Tamu 1 1
15.  Mesin Potong Rumput 1 1
16.  Proyektor + Attachment 1 1
17.  Motor 11 11
18. Mobil 1 1
19. Layar Proyektor 1 1
Total 113 1 0 114
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2.3. Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidenreng Rappang diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi
sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang dijabarkan kedalam RENSTRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk
dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah
diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten
Sidenreng Rappang selama tahun 2018 dan perkiraan taget tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan
dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan meliputi
indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana , sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
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Berdasarkan tabel T-C 23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu memiliki tiga Indikator Kinerja tahun 2014 sampai 2018 yaitu:

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Capaian kinerja 5 tahun terakhir untuk jumlah investor mengalami penurunan
3% yang tidak begitu drastis namun tetap mengalami peningkatan kinerja. Nilai
investasi pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, tahun 2016-
2018 mengalami penurunan namun tetap melebihi target kinerja yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja mencapai target ini dikarenakan adanya peningkatan
promosi dan kerjasama investasi, salah satunya dengan adanya UU PM No.25 Tahun
2017 yang merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhankan proses
perizinan penanman modal untuk meningkatkan investasi. Namun masih ada juga
perusahaan yang tidak berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terkait data perusahaan mereka, karena itu menjadi faktor
pertimbangan daerah untuk menarik investor menanaman modalnya.
2. Jumlah Izin
Jumlah izin yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi.
Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 5,23% mengalami peningkatan
jika  dibandingkan dengan tahun 2017 dar 80,77% menjadi 86%.
Keberhasilan/peningkatan pencapaian ini didukung dengan adanya program izin
berbayar dan izin tidak berbayar (gratis). Adanya prinsip dasar Standar Pelayanan
yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi layanan (Prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit) dan
ketepatan waktu penyelesaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis
dengan waktu penyelesaian perizinan. Lama proses penyelesasian perizinan pada
tahun 2018 ditargetkan rata-rata lama proses penanganan penyelesaian izin dan non
izin adalah 1-7 hari, contohnya pada penerbitan Izin Penelitian hanya memerlukan
waktu 1 hari kerja dibandingkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) umumnya 3-7 hari
kerja, dikarenakan harus melalui persetujuan dan diverifikasi oleh Tim Teknis terkait.
3. Jumlah Pengaduan yang Masuk
Jumlah pengaduan yang masuk berkurang dari tahun 2018 sampai tahun 2018.
Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingan
dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil persentase jumlah realisasi dibagi target

dapat diamati hasil tahun 2016 sebesar 69% sedangkan pada tahun 2018
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persentasenya meningkat menjadi 85%. Hal ini menunjukkan pelayanan semakin baik
dan masyarakat sebagai pemohon sudah merasa puas dengan memperhatian Standar
Pelayanan dan SOP. Keberhasilan/peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan
adanya aplikasi SI-IDA Online, Call Centre, dan sms centre. Berdasarkan data
pengaduan izin yang terselesaikan dapat diamati bahwa tingkat pengaduan
masyarakat terhadap izin yang diterbitkan pada kesalah administrasi dan rata-rata
pada izin penelitian, dan keterlambatan izin yang dikeluarkan diakibatkan instansi

terkait harus hati-hati selektif terhadap kelengkapan berkas pemohon.
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Berdasarkan tabel T-C 24 secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus
persen disebakan oleh adanya efisiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap
tercapai. Dan adanya indikator kinerja utama yang tidak terealisasi diakibatkan minimnya anggaran
yang diajukan tidak disetujui padahal termasuk indikator kinerja pendukung keberhasilan Dinas.
Untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada tahun selajutnya maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kebijakan sebagai berikut:

a. Mengupayakan program dan kegiatan agara direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang
dapat diukur;

b. Adanya sinkronisasi antara Perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-
betul dapat dipedomani dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Indikator kinerja yang digunakan adalah indicator yang ada di Permendagri 86 Tahun
2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta Indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan
Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1 Faktor Internal

1. Kekuatan
a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal
dan Perizinan;
b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat/ pemohon izin.
2. Kelemahan
a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan
perizinan belum optimal dan belum memadai;
b) Koordinasi dengan investor belum optimal;
c) Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal
dan perizinan.
2.4.2 Faktor Eksternal
4. Peluang
a) Dukungan goodwill dan political will yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi
dan pelayanan perizinan;
b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
¢) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder).
5. Ancaman
a) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan
investasi belum terpenuhi;
b) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan
Perizinan masih rendah;
c) Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal
dan Perizinan

d) Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Kabupaten Sidenreng Rappang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan

mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4

Kurangnya kerjasama
Investasi Daerah

Belum optimalnya promosi
bidang penanaman modal

Masih rendahnya minat
investor untuk memulai usaha
mereka di Kabupaten
Sidenreng Rappang

Masih rendahnya realisasi
investasi PMDN dan PMA

Kurangnya fasilitas dan edukasi
atau pendampingan terhadap
investor

Belum tersedia informasi potensi
investasi unggulan

Minimnya ikut serta promosi di
berbagai event/media

Minimnya pengawasan dan
pengendalian investasi

Kurang optimalnya
tatakelola
penyelenggaraan
pelayanan perizinan

Belum optimalnya kualitas
Sumber Daya DPMPTSP

Sarana dan prasarana masih
belum optimal

Masih rumitnya prosedur perizinan

penanaman modal

Tidak adanya alokasi anggaran

untuk :

a. Kebutuhan pemenuhan sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanan.

b. Tidak adanya pelatihan SDM
untuk peningkatan pelayanan
publik

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Arah Kebijakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

mengacuh pada visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Sidenreng

Rappang adalah

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah

Agrobisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera «

Dengan misi sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
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(lima) t
1.
2.

Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam
rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Memajukan usaha Agrobisnis, UMK, serta pengembangan Industri Pengolahan
Hasil Usaha Pertanian (Agro Village) dengan penerapan petik, olah, kemas dan jual.
Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam
mempelancar mobilitas arus barang dan jasa.
Mengoptimalkan kinerja, kualitas, dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah
dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic
governance.
Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep Desa Cerdas
(smart village), sehat dan mandiri.
Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan
kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial
kemasyarakatan yang kondusif.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5

ahun ke depan adalah:
Meningkatkan kinerja pelayanan kesahatan dan pendidikan.
Meningkatkan produksi sektor pertanian, UMK dan Industri Pengolahan Hasil
Usaha Pertanian (Agro Industry).
Meningkatkan investasi daerah dan kesempatan kerja.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.
Memajukan kawasan pedesaan.
Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.
Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur
perekonomian daerah

Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM

10. Meningkatkan daya saing daerah

11.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat

beragama

12. Menciptakan suasana kehidupan social kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih

berkualitas
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai urusan wajib
bukan pelayanan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan yang
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten sehingga menjadi kewajiban
untuk mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui perwujudan visi

dan misi bupati dan wakil bupati.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem
pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif
serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada
hakekatnya dalam kegiatan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan
di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari
Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan

biaya.

3.4. Telaah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Wilayah adalah Ruang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek
fungsional.Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan
budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dibanding dengan struktur dan pola eksisting
maka DPMPTSP dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,
perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun
mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai RTRW

DPMPTSP.
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki
isu strategis sebagai berikut :
1. Masih kurangnya investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Sidenreng
Rappang
Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal
Belum lengkapnya sarana dan prasarana pengaduan layanan perizinan

Belum maksimalnya masyarakat yang mengadu atas layanan perizinan

A

Tidak maksimalnya pelayanan pengaduan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran
4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu
kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

“Mendorong Peningkatan Investasi Daerah”

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih
pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga
dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada
DPMPTSP.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

S.1. Strategi dan Kebijakan
5.1.1 Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu t ujuan. Strategi ini tidak hanya sebagai
arah tujuan melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk
dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis
lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor
kunci keberhasilan. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan.Strategi yang digunakan Dinas
PM-PTSP adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

5.1.2 Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanakaan
program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi
dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai
berikut :
a. Peningkatan promosi
Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate,
merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi
unggulan daerah.
b. Penyempurnaan regulasi
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam
menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten

Sidenreng Rappang.
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c. Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT
Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam
memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap
teknologi tersebut.
d. Peningkatan SDM pelayanan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan
pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan
pelayanan yang optimal;
e. Peningkatan sarana prasarana
Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi
investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada
masyarakat.
f. Peningkatan kapasitas kelembagaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan
prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme
perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang

merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) Page 45
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

9% 93ed (VILSNHY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVENHAd
uee3equIo[aY ueeIRqUISLAY uee3equIo[aY ueeIRqUISLAY uee3equIo[aY
sejisedey seysedey sejisedey seysedey sejisedey ueurzrod uou
uejey3uruo g uejey3uruo g uejey3uIuo g uejey3uruo g uele3uruod | ueedequiofey | uep ueurziod
eueresexd eueseserd euereseld euereserd sejreny ueuele[od
euereseld eueres euRIeS BueRIeS BURIES eueles | ueyjey3uruow depeyio
ueeyguruad uejey3uruad ueeyguruad uejey3uruad ueeyguruad sngifeyos jeyeIRASEWI
‘aeuekelod NS ‘ueuelerod ‘aeuelefod ‘ueuelerod ‘aeuelefod ISBUIPIOOY] uesendoy|
ueley3uIuo g WAas Nas NAas Nas | rensppodwapy | eAujeSuruopy
uejey3UIULJ ueley3uIuo g uejey3UIULJ ueleyIuIuo g
[eIoR(] ISeISoAUl
130[0U9} 130[0UYo} 130[0U9} 130[0UYo} 130[0U9) uejeySuruad
: : : : : ueeIequIo[oy
uejeejuewod uejeejuewad uejeejuewod uejeejuewad uejeejuewod cene Suoiopuay
ueeyduruad uejey3uruad ueeyduruad uejey3uruad ueeyduruad HEt ISBISOAUL
3 : 3 ) 3 : 3 ) 3 : QNVSQVMWH:QOE ' I
1se[n3alr 1se[n3ar 1se[n3alr 1se[n3ar 1se[n3alr nSiENes ueynquniad
ueemindwoiuad | ueewindwoAuad | veewindwoiuad | veeuindwoluad | ueewinduroAuad ey BAUIRSUTUSIA
‘ ‘ ¢ ¢ ¢ ISBUIPIOOY '
1sowold 1sowold 1sowold 1sowold 1sowold
: : : : : jensprodwoy
ueley3uruo g uejey3UTUOJ uele3uruo g uejey3UTUOJ ueley3uruo g
€707 (44114 | 4114 0207 610T
189)e1)S urIBSES uening,
uexeliqay] yeay
nieq el10y ueSuede] ueeIpoAuoJ Uep [eIoB(] ISBISOAU] BUIESE[Io] UL 3uequIaSUaA :- ISTIA

eIoelog uep

[IpV ‘Uewry ‘sniSIay 1exerelseln ueduop nfepy Suek siusiqoidy yeroe( reSeqos sueddey Suaiuaprs uajednges eAupnnmio] QALY ISIA

dSLd-INdd ueyeliqad] ueq 1393eng

I'SPqeL




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai
setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif
yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan
penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapain tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek
operasional dari suatu Perubahan Rencana Strategisyang diarahkan untuk memenubhi sasaran,
tujuan dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah adalah
ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang
merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan
sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome
sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidenreng Rappang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng
Rappang.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran
sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam
rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan
kebijakan Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng

Rappang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) Page 47
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

8% o8ed (VYLSNAY)SIDALYYLS VNVINTY NVHYENYAd
IITNTES
bueA jeins leJajewaq 10°T
leq ejel-ejel uswinyop | 3jelnAusiy 1edns | 0'T'TT

000°88+'T | 86C 000°00C'¥ | 008 eAujededsa| yejwn( | ese ueeipshusd | "Z'T1°C

gemel
-bun
Bbueusd &y ob.e dy ab.e 8T0¢ Ise uelen|9
1SeX 07 Yeleeq e e unye eped 152H o cﬂm_mwv_ apoy| ueljeses
. ® 0202 6102 uejede) exeq (3ndino) uejeibay uep HEP tHE504d
Abuelsd (swono) weiboid’ueleses
el1a) ueeuepusd eybuesay uep welbold Isesieay ‘uen(n] ebisuryl Jojexipul
uun

uenln)

AdDIS JueyIpu] ueeuepudd uep uereses yodwo[oy el1oury] JojeyIpu] ueieI3oy] Weisold euedudy
LTOLIPqeL




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

6% 93ed (VILSNTY)SIDALVILS VNVONTY NVHYANYAd
Jojuey
ueyisiagay
0 0 Jojuey esel Joue) | 80'T
00°£/9°6C | CT 00'0v9'6C | CT ue ueyisiaqgai ueelpaAusd ueyisiegay | O'T'TT
ng |1 eAujedenta | nplep | eser ueelpaAuad | ‘2 TT'C
uebuenay
uebuenay Iseljsiuiwipe
0 00 Iselysiuiwpy esel uebuenay | /0'T
00°T¢6'0T | ¢T 0°/6S'v0T | CT ue esel e uee|paAuad Iselsiuiwpy | 0'T'TT
ng |1 Aulynuadia | nplep | eser ueelpaAuad | ‘2 TT'C
seuiq uexelpasip |euoisetadO
ueeJjepua)| BueA jeu / seuig
ueuiziiad uep | oiselado/seulp ueelepusy|
ueeleyijawad ueeJepusy eueuiziiad | 90'T
09S'80T'Vv | ¥T 0SS'9vCE | 1T eser e sal | g ueeleypwad | 0'T'TT
N | g Aulynuadia | uep yejwng | eser ueelpaAusd | ‘2’ 11°C
yelseq
NIl Bueteg Yyesaep Hijiw
Isueinsy ueujwe( esel yereg N | SO'T
- - - - ue W2l eser e ueelpaAuad | Bueleg ueuiwer | 0°'T'TT
ng | z1 Aulynuadia | npjep | eser ueelpaAusd | "2 TT°C
Jojuey Jojuey
uedeybuajiad | uedeybuajiad
uep uep Joue)y|
0 uejejesad | uejejelad esel uedeybusjiad | €0°'T
000°'696°C | TE 00°000°0C | T ] Yleq uebusp ueelpaAuad uep uejejelsd | 0'T'TT
un eAuisbunyiag yejwnr | eser ueeipaduad | "2 11°C
L)s]| uep Jle
MAS]| uep Jie eAep Jaquins
eAep Jaquing ‘|seylunwoy| MIASI] uep Jiy
€ S ‘|seyjunwoy| esel eAeq Jaquins | z0'T
€C'6E6'SE | CT PCe6e0’' 1y | ¢ ue eser ueelpaAuad ‘Iseyjlunwoy | 0'T°TT
ng | z1 uee|pasiala)| nplep | eser ueeipaAuad | "2 TT°C




0G 938ed

NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA
(VILSNAY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVENUAd

uelojuesjiad uelojuesad
00 00 Isel]siuiwpy Iseljsiuiwpe uelojuediad | 0¢'T
0'69v'66C | CT 0'99¢'vee | CT ue ueueAejpd ueueAejad Iselsiuiwpy | 0'T'TT
ng |1 eAuledenua | npiem ueueAepd | ‘' T1'C
yelaep Jen|
ueseuipay
Isejlnsuoy| yelaep Jen|
uep 3y Iseynsuoy yelaeq Jen
0 0s ISEUIPJOOY | Uuep ISeulpJooy o) Isejjnsucy | 8T'T
SS'6£C°09 | PT €185°/¢T | €T jedeJ yejwn( Jedel uep Iseulplooy | 0°'T'TT
ey | 8z ueieybuiuad | -jedel yejwng jedel - jedey | "2’ TT'C
yelaep
weep
ueseu|pay|
Iseynsuoy | yelaep wejep
uep 9y Iseynsuoy yelaeq we|eq
ISEUIPJOOY | uep ISeulpiooy ) Iseynsuoy| | /T'T
000966°'T | OT - - yejwn( jedes uep Iseulplooy | O'T'TT
ey ueeybuiuad | -jedes yejwung 1edel - jedey | "2’ 11°C
uexelpasip
Jojuey BueA Jojuey
ueunbueq | ueunbueq ueb Jouey
uebu | uessuad/HLas|| ueunbueg
ejauad HLns|| Isejelsul uebuelauad
Isejelsl usuodwioy | usi]isejeisul | TT'T
000°966 91 000°'SZL°'T | 0S y usuodwoy siuaf usuodwoy | 0'T'TT
eng | 0ST uee|pasiala)| uep yejwng ueelpaAusd | "Z'1T°C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

1S 93ed (VILSNAY)SIDALYYLS VNVONAY NVHVENYAd
e|eyJaq/unn
e|ey Jaq/unnu eljeyledip
eljeyledip BueA
BueA |euo [euoiseado [euoisesadO
Iselado/seulp /seulp /seuid
9 0 ueelepuay ueelepuay ueelepusy| | $2'¢
6S°LST9E | ¢ 98'T1C €¢ Mleq uebuap siua( eleyeg /unny | 0°'T'TT
Jun eAuisbunyiag uep yejwng ueeleylpwiad | 'Z'11'2
CIENIED]
/ unnJ e|eyJtaq/uing
eleyijadip eleyijadip
0 BueA Jojue BueA | Juoey Bunpan | 7Z'T
00'78S'€T (T - 10} bunpab | Jojuey bunpab elespag /upny | 0'T°TT
uey eAuledenta | yejwng ueeleylpwisd | 'Z'11'2
Jojue uexepelp 0T°¢
- - - 1 Ip Ingjegaw | BueA inajagaw JngRgaw | 0'T'TT
un eAuelpasia] yejwng ueepebuad | 'Z'11°C
Jojuey | ueepelp bueA
00 0 Bbunpab | Jojuey Bunpab | Jojuey bunpsn | 60°'C
0°980°94T | ¥T 00°000°LT ] uejejelad | uejejelad sjusf uejejelsd | 0'T'TT
un eAuledenta | uep yejwng ueepebuad | 'Z'TT'C
ueyepelp buek
Jojuey | Jojuey bunpab
Bbunpab | uedexbusjiad Joey bunpas | /0'C
000°000°'S | T - ] uedeybuajiad siual uedeybuajiad | 0'T'TT
un eAuelpasia] uep yejwng ueepebuad | "Z'11°C
ueyepelp bueA
elpasta] [euoiseado
BueA [euo /seulp |euoiselado
iselado/seulp ueeJepusy /seuip | s0'C
- - - ueelepuay| siual ueelepusy | 0'T'TT
uun uee|pasiala)| uep yejwng ueepebuad | "Z'11°C
ueyepelp bueA
ueyningay | Jojuey bunpab
1eNSas Jojue ueyequeuad €0'C
- - - Bbunpab siual | Jouey bunpas | O'T'TT
uun uee|pasiala)| uep yejwng ueunbuequiad | "Z'1T°C




NLNId NLYS NAVdY¥IL NVNVAVIId NVA TVAOIN NVINYNYNId SYNIQ
Z6S 98ed (VYLSNAY)SIDALYYLS VNVINTY NVHYENYAd

unyel gy unyej Jipie unyel
u uebuenay| uebuenay | Jiypy uebuenay | £0'9
000°0€S'T | ¢ 000°S2L'6 elo uelode uelode uelode7 | 0'T'TT
1 de1 | T eAuunsns.ia | yejwng ueunsnAuad | "Z'1T1'C
UBI2)SaWas ueJa)sawas uelajsawas
u uebuenay| uebuenay uebuenay | z0'9
000°0+0°'T | € - elo uelode uelode| uelodeq | O'T'TT
0 den uee|pas.ialay yejwng ueunsnAuad | "z'11°¢
vdda/dvy
-vda/exy adis elisury
g BIISUDY Ises||eal adyis elbisury
‘efusy ‘dpie Jesnupjl uep | Iseslesy Jesnui]
0 u ueunshAuad | elisupy uejeded uep e(iaup| | 109
000°0vLY | ¥ 00'6vT°CE elo e uelode| | uejede) uelode] | O°T'TT
S deq | g Aueuesyepa | yejwng ueunshAuad | ‘Z'TT'C

uexepeip uexepelp

BueA eAu BueA eA e
uedeybuajiad | uuedeybusped | Auuedeybusiiad
©19sa( Seulp ©19s3( eussaq | Z0’S
ueleyed | seulp ueleyed seuip ueleyed | 0'T'TT
uednye) yejwng ueepebuad | "Z'11°C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

€ adeq (VILSNAY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVENUAd
IS |ePON
eLIOI] ueweueuad
ueeuesyejad Buisy |epoly ue
wajsIS
uep uejjepuabuad weueuad/11abaN
wejep wejeq |epon
IEPOW ebequwia ueweueud
uew quia| d
eUBLSY Jejue ISEISaAU]
uele ISeUIpIooy VINd/NAINd ueeuesiiejad
: u uep ISEISaAU| Ue ueljepuabuad 20'S
puabuad o [ d 6 =
Buepig 000°6EE'T | b - - elo ewese(ay e | Jodej/uswnyop | wejep ebequa] | T'T'TT
: den Auyeybuiusiy yejwng | Jejuy Iseulplooy | "z'11°¢
|epol
uew
eueuad
Isowold
uep
deipis W1
qe uebueq unsnsip
wabuad BueA gnglad
uep uep eplad
ueeu us Wd wnyny ueyeqgnuad Wd Buepig 10'S
eouUalad | - - - - wn ynpoud uswinyop wnyny ynpold | T'T'T1T
Buepig yod eAupnlnmia | yejwng | ueeuindwaAusd | 'Z'TT'C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

¥G o3ed (VILSNTY)SIDALVILS VNVONTY NVHYANYAd
[EPOIN
uewl
eueuad
isowlold
uep
deipis W1
qe)| uebueq
wabuad SSO
uep yelsep uep auluQ yelseq
ueeu u uenbbun aidis ue uejnbbunay S0°S
eoualad | 000°S92°9 | b - - elo Isuajod | Jodej/uswnyop Isu10d | T'T'TT
Buepig deq eAupnlnmia | yejwng | uebuequiabuad | 'Z'1T'C
yetseq
[ePOIN
ueweueusd
uepeg yetaeq |epoiy
Jmeledy unsnsip BueA ueweueusd
uep elisupy| dSld elisupy | uepeg imeledy
u IsenjeA] uep ISenjeA ue uep eliaupy $0'S
- - - - elo uesemebuad | Jodej/uswinyop isenjeAg uep | T'T'TT
deq eAuesye|a | yejwng uesemebuad | 'Z'11°¢C
eyesn
elung uep
yejuriswad
ISEIS9AU] eyesn eung
uebuap uep yeuliawiad
[epoln ISEIS9AUT
ueweueusd eyesn uebuap |epoly
Buepig ejunp uep ueweueusd
Ip eweseliay yejurswad buepig
0 uep ISEISaAUI Ip eweseliay €0’'S
00'898°6T | € - - ISeuipiooy e Ises||elsos uep Iseulpiooy | T'T'TT
ey Auyexbuiusiy yejwncg ueyeybulued | "Z'TT'C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

GG o8eq (VILSNAY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHVANYAd
[epow [epPOI
ueweueuad uewleueuad
delpis ISe3INSuo uebuequiabuad
‘qe €5/°66 0 08¢’€ 00090 uep VINd/NAId uep 1T's
000°C9T'9 | 6'8TT'SOC | 00°09L'+E | 00°'PTT'06 | Yel | €//6'9ST ISeulplooy e ISeIsaAul ueeueoualsd | T'T'TT
dny Aueuesyea | IeJiu yejwung ISeulpiooy| | 'Z'I1°C
ISEISOAU]
u ueueAe|ad
deipig | 1°POW eurzuad/Aepia ueexBuILad
‘qe) mc%:mmru seyfensag BnsjIBUSLU euno | 0TS
sowold |~ - - - bu bueA Was bueA INQS seyfeny | T'T'TT
: uep elo eAuelpasia]| NSV yejwng uelebuiuad | "Z'IT°C
Wi [epOIN [epol
ueBue q ueuwleueusd Uewleueuad
ueeuesyejad ueeuesye[ad
wabuad
deupis uep uesemebuad uesemebuad
‘qe)| ueRU uep [epo uep
eousIag 0 Jo uenejuewad Uewleueuad uenejuewad 60'S
Buepig | - ST°/96'6E | 61C 159 uejelboy e 103seAUl ueyelbay | T'T'TT
: AUT | 26T Aueuesielia | yejwng uelebulued | 2112
yebuausy
yesoeq [109Y] eyesn
d uenbbUNY 1enqip | uep Jesag eyesn
eIpIS ISU]0d bueA yelseqg Jey sibajens
‘qe)| ! ! .
0 0 o9p ISEISOAUT | 1SBISSAUT |Jo.id ewese(1y| 80'S
00°'00S'6% | T 00°000°0€ | T IA/M [4old O3pIA uep eAupninmial | T'T'TT
3yng eAupnfnmia | nyng yejwng uelebulusd | 2112
IS
ewllojut
wajsIs [epoIN
uep ueuwleueuad
|epoly buepiq JeAjIN 0T
uew uelodejad p/s einl 0os [epo
eueuad uep eAuISEISaAU uewleueuad
uejje 1o Iseqsiuiwpe 1e|iu uesemebuad £0°S
puabuad | 000°£20'9 | OF - - 159 quer e | BueAdoyseaul | uep ‘ueeuiquisd | TT'TI
Buepig AUT Auzexbuiusiy yejwng ‘uenejuewad | ‘Z'11°C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

deipis
‘qey

0 0 0 0 e

ISEISaAU|
uesawed
eAupnlnmia |

nnlp

BueA I1sejsanul
uelawed
yejwung

ISEISaAU]
uejawed u
eelebbusjeAuad

96 adeq (VILSNAY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVENUAd
|ePO
uew
eueuad |epol
Isowo.d ueweueuad
uep ueJniyesad
deipis W1 Buejusy
‘qe)| uebueq eyesnbuad uexepelp
wabuad uep BueA |epojy
uep 1eyeledsew ueweueuad |epol
ueeu uenyejabuad uexefigey ueweueuad $0'9
eoualad e ISes||eIsos uedeligey | T'T'TT
buepig | 0 0 0 0 ey Auexbuiusiy yejung Ises||elsos | "¢'11'¢C
yetseq Ip [epoy
Mignd Ngnd ueweueuad
ueueAejad ueueAe|ad ISew.ojut €0'9
IS s Isewoyul IsewLioyul walsis | T'T'TT
ewlojur 0 0 0 0 ual eAueipasio] siua( yejwng ueunsnAuad | "2'1T1'C
wolsIS
uep WdX
[epoin uep Sso
ueydelausw | AT uUep SSO
mcmccmmcnh_ BueA 1ojsanul uedessuad | IseysaAu] Buepig 209
uele yejwn( e ISes||esos Ip eweselsy | T'T'TT
.10 0 0 0 e Aujexbuiusiy yejwng ISeulplooy | "Z'TT'¢
puabuad
Buepig uelodejad
delpis u uep Isenjend Wd)1 ue uelodejad 109
‘qe)| elo ‘Bunloyuoly e | Jodej/uswnyop uep isenjeArs | T'T'TI
0 0 0 0 deq Aueuesyels | yejwung ‘BulIo)UOl | "Z'TT'C

[4%]
T'T1T
TT1C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

LG 98¢ed (VYLSNTY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHYVENYAd
ejodejad ueuiziiad
uep u ueueAejad 1)RIRASE|
delpis | exeligay wejep uesenda)|
‘qge)| ‘ue | 0 1eeleAsew 1edeleASew Syepul 20'L
npebuad | 00°/SETT | L0'LL - G8's/ I uesenday e uesendsy | ASAINS esijeuy | T'T'TT
buepig AuyexBujuaiy Syepuy | Juelley ueelbay | "2 TT°C

IS
ewoju]
wasIs
uep
|epol
uew
eueUd(
uejje
pusbuad
Buepig

0
00°000°S€

18

10
159
AUT

16ojousiel
siseqlaq
Iselbaqulia)
BueA ygnd
ueueAejad
ISewoyul
wajsis e
Augeybuiusiy

IWd)XT uep SsO
Ww21sIs wejep
Jeyepial

BueA J0ysaAuUl
yejwung

|ePOIN
ueweueuad
ISeWIouT
wL3sIS
uebuequiabuad

S0'9
T'T1T
TT1C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

deipis
‘qey

delpis
‘qey

deipis
‘qey

8G aded (VILSNAY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVENUAd
ue ueJedsuen
ueAe|od uep
u Jedad BueA ueuiziiad
eelebbu | 00 00 ueuiziad | ueueAejad esel 10’8
dlPAuad | 6'0£6°0ST | CIT'H T'CIL06T | T10°S ueueAejad e ueejpaAuad ueuedepd | T'T'TT
Buepig Auzexbuiusiy yejwnr | eser ueelpaAuad | 'Z'11'C

ueueAe
u

uelodejad uelodejad
uep uep ‘isenjeAs
0 0 u uenpebuad | ‘Buiiojiuow ue uelode S0°/
00'T6C'ST | CT 00'86S°¢r | CT elo ueueAe| e | Jodej/uswinyop uep ‘isenjeAy | T'T'TT
de7 |21 AuyexBuiuaiy yejwng ‘Bulloyuoly | “Z'TT°C
ueuiziiad
Buejua |
1dRIRASE N ueuiziiad
0 uenyelabuad ueueAejad ueuizliad v0°L
00°0S9°'TE | T - - e Ises||elsos ueuedelad | T'T'TT
ey Auyexbuiusiy yejwng ISes|[elsos | "'¢'TT1'¢
epJad ISInY
uep dos
‘seylibaqul ueuiziiad ueuiziiad
epje) ueueAejad ueueAejad
20 us ‘leusyul uexeliqay uexefigay €0’L
000'+8T'T | T 0'9€5°0¢T | L wn uexeligay e uswinop ueunsnAusd | T'T'TT
dod | ¢ Auyexbuiusiy yejwnc | esljeuy /uelley | "Z'TT'C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

6G d3ed (VILSNTY)SIDALVILS VNVONTY NVHYANYAd
6€8" LST’
LVPT°0C0°'T CLT'STE'T 1vi0oL
uexelpasip
delpis ueuiziiad BueA ueueAe) ueuziiad 90'8
qe)| ueueAe] e [euoiselado ueueAeq IO | T'T'TIT
0 0 0 0 Jun Auyexbuiusiy [lqow yejung ueepebusd | 'Z'T1'C
ueuiziiad
deipis ueueAejad
.gmw_ |sewriojul ueuizliad 50’8
Isey| wa3sis e ueuiziiad iseyidy | TTIT
0 0 0 0 I1dy Auyexbuiusiy | 1sexide yejung ueyequieusd | 'Z'TT°C
sulluO vdI
-IS SlIsgaMm
deupis ueuiziiad auIuo va
‘qex Iseulojul | -IS {sgem U |ulluo 0’8
1 inyje | ebuequsbuad | yQI-IS SUSAIM | T'T'TT
0 0 0 0 mid Auyequepiag Imy yejwng | uebuequiabusd | "Z'TT'C
1bojouyiel
siseqJaq
deipis BueA 1Bojouy|=
.gmw_ ueuiziiad | siseqlaq BueA
0 0 elep | ueuiziiad elep ueuiziiad €0'8
00'9ET'HE | CITH 08'v11°€6 | TT0'S ueyejobuad e ueyejobuad | ueueAejsd eleq | T'T'TT
uizl | 1ZEh Auyexbuiusiy yejwung ueyejobuad | 'Z'11'¢C
Mliand
ueueAejad
buejuoy
deipis u uenyelabuad
‘qe)| eulziiad uep ueynejed (Was) eisnueyy
UoN uendwewsay nnyIBusw eAeq Jaquing 20°'8
uep u bu e | BueAunjeledy | uebuequebuad | T'T'TT
euizllad | 0 0 0 0 elo Auyexbuiusiy yejwng ueyneled | "¢'11°¢C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

09 23ed (VYLSNTY)SIDALVYLS VNVONTY NVYHVENYAd
1epol
ueweueudd TVYAONW
WIPDII | NVWVYNVN3d WITII r4
88¢ 0zs 000 00 uebuquiabuad NVONVEWION3d | 0'S
‘$60'VE | %00T '9G/'€E | %00T | 'SYT'ST | % 00T | 0°0S¥'ST | % 00T uednye) WY¥90dd | T'C
10 10 uejeliag unyej
103S9AUL 3S9AUT ISeAU] 10)SaAUT VId uep Nawd
08¢ (V44 09¢ 0S¢ 103saAU] yejwung
LST 0
*dy 00 00°90€ 00090 . 00 uejefiag unyey
0'90€°£T "LTTL €T 0'90€°CS VIWd uep NaWd ISVLS3ANI NYHNEWN.L Y3
z/stdy STdy LST'dY 0'ZsTdy Ise}saAu] IejIN VANLYYONINIW :T NVIVSVS
e1oRd 1SE1SOAL HY¥3va ISYLSIANI
Yyesoeq Isejsanul IVIIN NVLVIONIN3Id SNOYOANIW : NVNLNL
uejeybuiuad
asejuasiad
TvAOW NVWYNVYN3d
DNvaIg
NVHV.LNI¥3IWAd 8
NYSNin | 1T'C
e
dy eliduny dy Crouny dy eliduny dy eliduny
qemer
6unb
Bueus g NVLVIOIN 2a | ny
r=o s €20¢ Y4114 T20T 0z0z YOLVYIIANI ans/NV.LVIDaN o | uysys | NvnInL
3o1 1e /WYUD0Ud/NVSNIN
)bueiad
elia) je NIV1NNHVYL
wBuesad NVYVYNVAN3d IONVYIN NVA WYHD0Ud VLIINDI 13DUVL NVIVdYD Yiva

AdDIS JueqIpu] ueeuepudd ue( ueaeseq yodwoy eliaury J0jeqIpuy ueIday] weirgord vuvdudy]

1'9

PqeL




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

19 a3ed (VILSNAY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHVANYAd
ejoy /uajednqe)
yelaeq uebueuama)| T0
ue)jeuesye|iq ipefuaw bueA |[epol | "Z'€
000 000 000 00 BbueA isowold | ueweueuad isowold | 0'S
‘€ST'98 %O00T | '00€'S8 | %O00T | "0Z6°€S | %O00T | 0'00S°6% %00T asejuasiad ueelebbusjpAuad T°C
uee |1epo €
uedualad 000 000 000 00 ueweueuad | TVAOW NVIWVNVN3d | 0’8
Buepig '€ST'98 %00T | '00€E°'S8 | %00T | '0L6°€ES | %O00T | 0'00S°6V % 00T | Isowoid uednye) | ISONOUd WVUDOUd T'C
0’
uee 00 0 ViNd/NAIWd ejopi/usjednqgey eyesn | z0'C
uedualad LL 0009 09 | 0'90€°L 00 | 00'90¢" 0 0009 IsejsaAul Buenjed uep Isusjod | 20
Bueplg | 8'8/8'ST | 0£'/2T'/ST | 9'T¢/'ST | CC'/ST | 0°99S°'ST | LTT°/ST | 00°/T6°CT | 0£°2S0°/ST 1ejiu yejwng e} ueelpaAusd | 81'¢C
<o
usw uo ejoy /uajednqe)] | 'z'C
//8 | uswumjoq 099 mjod 000 | wmjog 00 | uswmjoq ueloder] ISB}SIAU] Isuajod | 0'S
'8L8'ST v | ‘TTLST v | "99S°'ST v | 0°LT6'CT v | uswnjoq yejwng e]od uejenquad 1°C
[epoiy
ueweueuad ueyepnway | zo-
uejje WdX uep Jiuasur/seyjised | 10°C
pusbuad 8 ueiodeq uelode|/uswndop uenaquiad | "zo°
Bueplg | soeeTET uelode7 T | 09T°000°€T T 000'6€€'T | uelodeq yejwng ueeuesejed Isenjerg | 8T°C
[epoiy
ueweueuad ueyepnway|
ueujziiad uep Jiauasui/seyjised | 10
ue us u ueueAejad uelaquiad | 10°C
npebuad wnyoq 0 | swnyjo@ uswnyoq ueyefigay leusbusw yereeq | "zo°
Bueplg | psg'580°5 | USWNYOA T | 000°S€0°S T | 00°¢89°C T | 000H8T'T T uswinyop yejung ueye(igey uedejsuad | 81°C
ueuiziad
UON /ueuiziidd
ueueAejad
uep jepo
ueweueuad e10)] /uajednqe)
e} | yerseq uebueuama)
uejeuwindwasip | 1pefusw bueA jepon
neje/uep | ueweueuad buepiqig T0
usw us unsnsip Juasuj /sejjised | "Z°¢
TIS usawnyjodg | 09T mjod 00 wnmjod | 0 uawnyod BHueA ueinjelad ueldquidd | 0'8
'STTS8T | T 'GE0'8T | C 0'C89'C | T 00°€2ST | T uawinyoq yejung uedejauad T1°C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

79 93ed (VYLSNTY)SIDALVYLS VNVONTY NVYHVENYAd
|epoly ueweueuad
VYINd/NQINd ueeuesyeled | €0
u ISBISOAUI uesemebuad | T0'Z
00 00 | elode 00 | uelodeq uelode|/uswnyop IsesiuouIS | "G0°
0'7€6'€6 | uelode]€ | 0'8bT'T6 €| 08bI'16 € | 000'6€€'T | ueiodeq yejwng uep Iseulpiooy | 81°C
eyesn ejunp |epoj ueweueusd 20’
uep yejurawad ueeuesye|ad | 10°C
09% 000 000 0 ISEISOAUl | UeRUIqUIR ISeSIUOUIS | S0
'986'G8T IIeX & | "€/4'S8T IIeY & | "€//'S8T 1Y & | 00°898°61T ey € Ises||elsos yejwng uep Iseulpiooy | 8T1°C
|epoj\ ueweueusd
JeAjIn 0T p/s eanl ueeuesyefed | T0°
A 00S eAuISEISaAUI uenejuewad | 10'¢
0 10)SoAU] 00 | 031S9AUT 00 | J03SoAuU] 1ejiu bueA Isesjuonjuis | *go*
[T 188Gk obZ | 0'759'SH 00Z | 0'/Tb'St 09T | 000°£20°9 | J031S9AUI OF JojsaAul yejwng uep IseulpJooy | 81°C
ej0)| /usjednqe)
yeiaeq uebueuamayy
eAuueuiziiad ipefusw bued | 10
10 10 ueeunbbuad |epo ueweueuad | ‘z's
0L 10)SOAUT 000" | IseAuUI 000" | 1SOAUT 00 J10]}SOAUT nefuijyqg bueAi ueeuesye|d2d | 0'S
86/'SCE SS | €/5'TTE 0S | sbe'zee St | 0'vET LT ob | J03seAul yejwung ueljepuabuad | T'C
1epo
ueweueusad
ueinjelad
uenjuald) | TVAOW NYIWYNVYN3d
depeyiajjee) NYVYNVYSIV13d S
oeL’ 000" 000" 00 bueA ueeyesniod NVITVAN3ION3d | 0'8
86/'SCE %06 | €/S'TTE %06 | 8bE'TCE %/.8 | 0'bET'LT %/.8 osejuasiad WY¥90Ud | T'C
e10) \ cwumnzn_mv_ 0’
uee [ Ip yesseq [epo | T0°C
uedualad 00 00 - - BueA ISe]JSoAUl ueweueusd Isowo.ldd €0
Buepig | 0'€60°T€ IIBY ¢ | 0°S8/°0€ 11eY ¢ uesswed yejwng | uejeibay ueeuesielpd | 8T1°¢C
1enqip bueA 10°
uee yeiaeq ISeIsaAul |epoi\ | T0'C
uedualad 00 00 00 0 |uold OSpIA heje ueweueuad Isowoldd | “€0°
Buepig | 0°090°SS mINg T | 0°STSHS | OSPIAT | 0°0/6°€S | m™INg T | 00°00S°6b O9pIA T uep nynqg yejuing 16sjens ueunsnAusd | 8T°C




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

€9 aded (VILSNAY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHVANYAd
ueuiziiad
UON uep ueuiziiad
nped.a] ueueAejed
ueujziiad UON uep depeyJay Jeveledsel | €0
ue u ueuziiad ueueAejad | uenpebuad ueejopbusd | 10°C
npebuad 56 0T | elode 00 | uelodeq 0 burioyuoly uetode uep Iseynsuocy | ‘0"
Buepld | 6'pH0°0t | uedode] 2T | S'8H9°6E ¢T | 0°000°0€ 2T | 00°'T62°ST | uelodeq T uswnyoq yejwng ueueAeT ueelpaAusd | 8T°C
[ePON
ueweueuad ueuiziad | 20
ue UON uep ueuizuad | 10°¢
npebuad /6 b 00 0 1edeleAsew uswijiwioy ueynuswad | "$0°
Bueplg | 9'6b/°LC ulod 06 | 6'%/b'/C | ulod /8 | 0'E€/p'6T | UIod S8 | 00°/SE'TC | ulod £0°LL uesendsy siepul uenejuewlad | 8T°C
Jluoipe3
eledss |selbaulia ]
eyesn.ag ueuizuad
ueueAejod WSS | 10
siseqJaq ueuiziaduoN | 10°C
ueuiziiad 06¢ (374 uiz1 00¢ uiz] 00 uexjiqt=id uep ueuizied npedisl | ‘40
Bueplg | "60£°88C ulz] 000L "PS'S8¢ 0059 | "9¢+'S8¢C 0009 | 6'0€6°0ST uizZl ¢te'y BueA uizr yejwng ueueAefed ueelpsAusd | 8T°C
ej0)] /uajednqe)
yeiaeq uebueuama)y
ipefusw bueA
|epoN ueweueuad
Buepiqip njuld | TO
njes npedia] eledss | 'Zp
786"’ oot uizg 0oc uizx 006 wizg uexjiqaNp ueuiziiad UoN uep | 0'g
€0T'9S€ | UIZT 000Z | 84S°CSE 0059 | 668'vEE | 000°9[ | "845°/8T TTCy | BueA uizl yejung | ueuiziiad ueuehejad T'C
dos Iensas
uexjiqialig
bueA uizy
uelesajaAuad | TVAOW NVWVNVN3d 4
vL9° 00¢’ 0oc* 006 npjep uejedanayy NVNVAVY13d | 08
€0T°9S€E %S6 | 8/4S°CSE %776 | 668°PEE %06 | "84S°/8T %06 osejuasiad WY3I90dd T'C
NVNIZI¥3d
NON NVd NVNIZId3d NVNVAV13d
uiod ulod je)esedsely | dVAVHIIL LWIVIVASYIN NVSYNdIN
ulod 06 L8 S8 uiod €8 | uesenda) s)apul VANLVYIDNINIW :Z NVIVSVS




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

¥9 a3eq (VYLSNAY)SIDILVYLS YNVONIY NVHVANdAd
V.LOM/N3LVdNEWI
Yesaeq Hvi3va
ueyejuLiawiad NVHV.LNI¥3IW3d
wees 06T'SL 008'0Z 6S0°L uesnin NVSNiN
9'€92°€ 0'099°C 8'v6S'C TV £8L'C Buefunuad ONVCNNN3d
%00T %00T %00T %00T uednye) WV¥90Ud | TO""
1o ]
baje)y| obaje)
Hob3je)) (ag) (ag) Hob3je)) dDIVS NVONVNIN NVA VCIININ V1013
(ag) sz €L T (a) 69 IRJIN 38)Ipaid | V.LVL VANLYIONINIW :€ NVAUVSYS
MIUoJPR|3 eledas
iselbajulia] eyesniag
ueuiziied ueueAe|ad
WIS)SIS siseqlag
ueuiziiad UoN ueu|ziad UoN uep 10"
u uep ueuiziiad eye@ | Ueuizuad Isewlou uep | 10°¢
00 00 | elodeq 00 | uelodeq 0 ueyejobuad uelode| eleq uejeejuewsd uep | ‘90"
§'1/8°Ch | uelodely | 0°0ST'TH v | 0°801°9¢ v | 00°9€TpE | uelodeq p uswnyoq yejwnr | ueifeAusd ‘ueyejobusd | 81°¢C
e30)] /usjednqe)
yesae(q je)buil
eped Ise1b6ajul1a |
ueulzidd UoN bueA ueuiziiad T0
u u uep ueuiziied UON uep ueuiziisd 9
00S ueloden 000 | eiode 000 | eiodeq 00 uelode] | ejeq ueyejobuad Isew.ojuy uep | 0'8
TLSTY v | "0ST'CH v | 'SOT'Tb v | 0'9ET vE L4 uesode yejung ejeq ueejojpbuad | T°C
sasyeiq jedeq
BueA jepoly | TVYAOW NVWVNVN3d
ueweueuad ISVWNO4NI
Isewioju] W31SIS Nva 9
00S 000 000 00 wajsis uep | YLvd NVVIO13O9N3d | 0'S
TLSTY %00T | "0ST'CY | %O00T | 'SOT'T¥ | %O00T | 0'9ET VE %00T | ejeq asejuasiad WY¥90ud | T'C




G9 a8e(

NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA
(VILSNTY)SIDALVILS VNVONTY NVHYANYAd

u u uebuena) yeiaeq Z
200°02 ueljode 00Z°£Z | eiodeq 000°€Z | eiodeq 0Z1'9 ueljoden isensiuiwpy | je)buelad uebuena)y | 0°C"
1°8SC°C € €°081°C € €'6ST°C C | LO'TTT'C T uesode yejung Isenjsiuiwpy | T0™

adMs elisury
adis Ises||eay Jesiyd]
u elisury| Jesnud1 uep efpupy uelede) | 90T
0 0| elodeq 0 | uesoden 0 uep eliaupy uejede) uelode ueunsnAuad | 0°C
00°218'9 | uelode] T | 00'SHL'9 T | 08999 T | 00°799'GT | uelodeT ueiodeq yejwng uep Iseulpiooy | 10"
0 unsnsip BueA adysvdd | SO°'T
00'49S°'T uswnyoq vdQ ueyeqgnisd | ueyeqniad ueunsnAusd | 0°¢°
T uswnyoq yejwng uep Iseulplooy | 10"
us u +0°'T
0 uswnyoq 0| wnyoq awnyoq unsnsip bueA vda | adds-vdd ueunsnAusd | 0°¢°
00°0€6°T T 00°0T6'T T 000666 T uswnmjoq yejung uep Iseulplooy | 10"
0 unsnsip BueA Ad)SYY ueyeqniad | €0°T
00°0SZ'T WY ueyegniad uswinyoq ueunsnAusd | 0°C
T uswnyoq yejwng uep Iseulplooy | 10"
us u ADISYAT | ¢0'T
00 uswnyoq 00 | wnjog 00 | swnyoQ . . unsnsip bueA vy uswinyoq ueunsnAusd | 0°C
0°'88%°0T T 0°98€°0T T 0°¢8C°0T T uswnmjoq yejung uep Iseulplooy | 10"
us unsnsip yesseq | 10°T
0 uswnyog 0| wnyoq . . BueA ueeueduslad | 1edbuelad ueeuedusssd | 0T
00'9599°¢ T 00°0£9°¢ T uswnmjoq yejung uswinyoq ueunsnAusd | 10
ueyjiseyip
bueAl yeiaeq
1) bueiad
efiauny] Isenjeay yelaeq 1e)buelad
uaw uo uep ueeuedualad efiauny] IsenjeAs T
000 | uswmjog 000 mjoa 008 | wmjoq 00 | uswmjoq uelode uep uep ‘uesebbuebuad | 0'C"
"00LvC 9 "049°TC 4 "LS6°LT € | 0°'T99°'ST ¥ | uswumjoq yejung ‘ueeuedoualad | 10"




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

99 a3eq (VILSNAY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHVANYAd
lewo4 ueyneped | UeP sebn] ueyJeseplag
00 uep ueyipipuad lemebad ueyneed | S0°C
0°00S°0S Buelo s - - - - - - e}asad yejung uep ueyipipued | "10""
uexepelp bueA
eAuuedeybusyiad eAuuedeybusy | 20’
00 BU3S9q Sseulp Inqlay eyssag seulg | S0°¢
0'005°0z | Buesed 0z - - - - - - uelexed yejwing ueeyed ueepebusd | 10"
npjem jedal
uejemebaday
Isensiuwpy yeisaeq }jbuelad S
000" - - 00 ueueAejad uelemebada) | 0T
000°€E0T %00T - 0°'0S9°1€ %00T asejuasiad Isen}siuiwpy | 10"
yetseq ]
A Bueseg [4y
00 0 ueujwer eser adX)s yesseg MillN | €0°C
0°00S°CT Nz | 000009 N Tt - - - - | ueelpauad yejwng Bueleg ueuewebusd | ‘70"
yelaeq JIiIN
fueieg ueujwer yeiaeq 1@jbueiad €
000 00 | unyel - eser ueelpaiuad eped yesseq IIIW | 0'C
‘00S°CT unyej 1 00009 T - - - npjep | bueleg isensiuiwpy | T0*
adIS uelajsow
9S/ueue|nMi] /ueuejng
u uelajsewss uebuenay | £L0°C
0 0 | elodeq 0 | uelodeq uebuenay ueljodeq ueunsnAuad | 0°C
0£'959'C | uesode1z | 000£9°C ¢ | 00+409°C 2 | 000°0#0°T | uelode]g ueiode| yejwng uep Iseulpiooy | 10"
aadis
u unyey unye] Jyyy uebuensy | 502
0 0 | elodeq Jiyye uebuenay ueljodeq ueunsnAuad | 0°C
G/'009°'C | uesode7lT | 00°G/S°C T - - | 000°0€5°T | uelodeq T ueiode| yejwng uep Iseulpiooy | 10"
NSY T0°¢C
796'C 00/'C | unyel 000'6 ot uebuefun] uep ifeo NSV uebuefun] | 0’
98°CSC’C unyel T | ZCT'SLT'C T | T/Z9ST°C | unyel T | 90S°60T'C unyel T | ueelpaAuad npem uep Ifes ueelpsAusd | 10




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

L9 93e( (VILSNAY)SIDALYYLS VNVONAY NVHVENYAd

yelaep .

Jen| 9 IseyNsuoy adXs Iseynsuoy | 60

000 000 00 1ex 0 uep IseuipJooy uep |seujplooy| jedey | 90'C

91T’ /T 18X 9€ | "000°ZTT | leM GE | 0°04E°86 €C | SS'6£2°09 Ile) T | jedel-jedes yejwng ueeiebbus|pAusd | 'T0""

nwej| 80°

0 0 0 uebun(uny| Isejljise nwejl | 902

/9°'T189°¢ e 5 | 00°'SH9'E IIeX + | 00°960°€ | leX € ueelpaAusad npiepm uebunfuny| 1sejiise4 | 10"

Jojuey| €0’

00 00 | ueng 00 | ueng ueyisiagay esef ebbue] yewny | 90°z

S'vel' [T ueing ¢1 0°0SH°LC ¢T | 09/T°/C T ueelpaAuad npiep uejejelad ueelpaAusd | "10"

Jojuey| .

nun uedeybuajiad Jojuey | <o

0 0 0 44 uep uejejesad esef uedeyBusiiad uep | 90°C

00'890°'6 WNo9C | 0686’8 | WNHZ | 000688 ueejpaiuad yejwng uejejelad ueelpaAusd | "10"
ueyelpasip bueA

Jojuey ueunbueg Jojuey ueunbueg

uebuelausd/ LIS uebuesauad/MIIsI 10°

0 0 yeng 0| yeng Isejejsur Isejejsul | 90z

SC'/STE yeng /£ | 00°SCC°€E SE€ | 00°T6T'E € 000°966 yeng 91 usuodwoy yejwnr | usuodwoy ueelpadusd | ‘T0"
wnuwn

u Isensiuiwpy 9

0c9’ 006" uejng 000" | ejng 0s ueeuesye|ad yelseq yjbuelad | 0°C*

€6S'ELT | ueng ¢t 8T16°C9T C¢T | 8SLCPT CT | S'TET'E9 | ueng ¢t NPiEM | whuwn isensiuiwpy | 10™

uebuepun .

-Buepun.iad 0T

00 0 uelnjelsd uebuepun-buepuniad | S0°¢

0°000°C€E .Y T 00°099°'T€ X T ISes||eisos yejung ueinjelad Isesljeisos | ‘10"

Isbund | 60




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

89 a8ed (VILSNAY)SIDALYY.LS YNVONTY NVHVANYAd
uexepelp bueA
Jojuey bunpao
0 uedeybua|iad
00°0SZ°S - - - - - | 000°000°S wnTt yejwng
eAuuie

uexepelp bue ueunbueg neje Jojuey| 01"

00 00 00 Jojuey| Bunpag | Bunpao eueleseld uep | £0°Z

0°0S¢'Sh N+ | 000507 wn¢e - - | 0°580'95T wn $1 uejejelad yejwng eueles ueepebusd | ‘10"

eAuuie 60"

ueyepelq bued | ueunBueg nejeojuey | £0°C
- - N - - - - - Bbunpas yejwng bunpao ueepebuad | ‘10"

S0’

00 0 00 | N ueepelp bueA /0'2
000070 Wnv| 00Zob’s | WNZ| 0°E0E0T 4! - - N3RgaIN Yejwing [9GeW ueepebuad | 10°
uexepelp bueA ueb .

uede/euoisesado uebuede7 | Z0

seuiq | hele [euoisessdo seuld | £0°C
- - - - - - - - | ueelepusy yejwung | ueelepudy ueepebusd | "T0"

uejeqer
uexepelp seuiq ueejepusy | 10
00 BueA uejeqer/seuiq | hele seuiq uebuelolad | £0°C
0°000°05 wunTt ueeJepusy yejwn( | ueelepus)y ueepebusd | ‘10
yesseg | UEI2EA YEULBWREG
i Bueseg uesnin buefunuad L
000" 000 000 % 000 ueepebuad yeReg)iiin | 0°C
000°TET %00T 'LO6'ST | %00T | "€0E'0T | 00T | 'SSO°T9T %00T uednjed | bueieg ueepebuad | 10"
yesoep
wejep oY Ise3nsuoy
0 0 0 e uep IseulpJooy|

0C'9v9°¢ lIBX 9T | 00°0¢9°¢ | lled ST | 00°Se0°¢ YT | 000°966'T ey 0T | 3edet-jedel yejwng




NLNId NLVS NAVdY3L NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINVNVN3Id SYNIA

69 93¢ (VILSNAY)SIDALYYLS VNVONAY NVHVENYAd
seuiq ueelepusy|
neje seulq uebuelolad
ueeiepua); efed ueelepua) dele

uep ueeJeyIEWad puX eted
Jedepusw uep ueeseyipwad | T10°
08 08 00 nun 9 BueA seuip eAelg ‘ueeseyijpwad | 60°C
9'€60°€S Wwnet | +'8ISLP | WINPT | 0'8K0° LY bT | ST'99C°0b wn v1 ueelepuay yejwng eser ueelpaAusd | ‘10

yesaeq

eseyiadip ueyejuriRwWad
B6ueh :.“... ._um.n uesnin buefunuad 6
089" oov 000 % 95 MW Bueseg | yesoeq yiiW bueleg | 0T
LL8°S/LT %00T ‘YI6°LY | %00T ‘obv'Ly | 00T | T'8V8'€E9 %00T asejuasiad ueejeyippuiad | 70
Jowey | 0
oot 08t uejng 000 | uelng 00 Jojuey wnwn wnuwin ueueAe|ad | 80°¢
'€89°9¢€¢ ueing ¢1 '0C0°6LT CT | '8hTLLT C¢T | 0'691°66¢C uejng ¢7 ueueAejed npiem eser ueelpaAusd | ‘10"

Jojuey
uedeybuayiad Jojuey| uedeybus|iad €0’
0 0 uep ueyejesad esel uep uejejelad | 80°¢
6/'6ET9 Wnsg | 006409 n g - - | 000°696°C 3N 1€ | ueeipaAuad yejwng eser ueelpaAusd | ‘T0"
L3S uep vas lasi uep iy eAeg | 20
0s 0T uelng 00 | ueing € ‘|sexjiunwoy| eser Jaquuns ‘ilsexyiunwoy | 80°
b'8EL'6E | Ueng TT | L'/b0'SE 21 | 0TL9'LE 71 | €T°66°SE | ueing g7 | ueelpakuad npiem eser ueelpakuad | ‘10"
Je 10°
0 lequia 0 | JequisT 0| qua lequia lesajewsag buek 1eInAusiy | 80'C
00°00€°¢ 0€C | 00°06T°C 6TC | 00°0LT°C 8EC | 000°88%'T 86¢ uswinjod yejwng | jedns eser ueelpsAusd | ‘10"
yesaeq
ueyejuLIRWw

i rmm:._“__ yesseq
u Buefunuad ueyejuiiswiad 8
ov9* 061" | uelng 000" | eng €€ eser ueeipaiuad uesnun buefunuad | 0°'C"
TSL'v8C | uelng ¢T LEE'STT CTF | 680°LTC CT | '998°6€€ | ueng ¢T npjepm eser ueelpaAuad | 10"




NLNId NLYS NAVdY¥IL NVNVAV1Id NVA TVAOIN NVINYNVYN3Id SYNIQ
0L @3ed (VILSNTY)SIDALVYLS VNVONTY NVHVINIAd

e|ex)Jaq/unng
eseyijedip eAuuie] ueunbueg 60°
000 0 BueA iojuey | Uep Jojue Bunpao Ise | 60°C
'000°00¢ Jojuey 1 - - - - | 00°¢8S°EC Jojuey 1 Bunpab yejwng | 3jiqeysy/ueeleyipwad | ‘10™
eseyijadip BueA eAuuel | 90’
00 eAuule| uissw uep uisay uep uejejelsd | 60°¢
0¥8.°C¢ wn Tt 026'S6€ uun ¢ 000°¢6€ | WN ¢ uejefelad yejung ueeleylpwad | "'10”

uejeqer




BAB VII
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri
dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Saatu Pintu yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang ditampilkan pada
tabel 7.1 berikut.
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didukung oleh
seluruh pihak terkait (stakholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan dengan adanya
dokumen ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Renstra ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan
komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan
mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi
aktif seluruh bidang, staf dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar
kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lanncar, sehingga target kinerja yang
diinginkan dalam visi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi
yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan
perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah semoga dokumen Renstra untuk periode 2018-2023 ini dapat
bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya kepada
kita sekalian. Amiin

Pangkajene Sidenreng, November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Ir. RULL, MT
Nip. 19640727 199603 1 002
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